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BAB 5. UNTUK MENJAMIN KESEMPATAN KERJA BAGI WARGA NEGARA YANG ADIL
DAN TIDAK ADA PERLAKUAN YANG BERBEDA, MAJKAN TERHADAP PEKERJA ATAU PEGAWAI, TIDAK
BOLEH BERDASARKAN RAS, GOLONGAN, BAHASA, PANDANGAN, AGAMA, PARTAI, ASAL NENEK
MOYANG, TGL LAHIR, JENIS KELAMIN, KELAINAN SEXSUAL, UMUR, STATUS PERKAWINAN, WAJAH,
ANGGOTA TUBUH, PENYANDANG CACAT ATAU ORGANISASI SUATU ANGGOTA PERKUMPULAN, TIDAK
BOLEH MEMANDANG ENTENG RAS LAIN, HARUS SESUAI DGN PERATURAN TERTULISYG BERLAKU .
MAJKAN DALAM MENCARI TENAGA KERJA, TIDAK BOLEH MELANGGAR PERATURAN SEPERTI DI
BAWAH INI:

1. LOWONGAN KERJA YANG DIIKLANKAN HARUS DENGAN YANG BENAR.
2. TIDAK BOLEH MENAHAN KTP, KARTU PENGENAL, IJASAH ATAU DOKUMEN LAINNYA DARI
PENCARI KERJA.
3. TIDAK BOLEH MENAHAN ATAU MEMINTA UANG JAMINAN ATAU HARTA DARI PENCARI KERJA.
4, TIDAK BOLEH MENYURUH PENCARI KERJA UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN
YANGMELANGGAR HUKUM, SOSIAL ATAU ADAT ISTIADAT.
5. TIDAK BOLEH MEMBERIKAN KETERANGAN ATAU HASIL MEDICAL CHECK UP YANG PALSU
DALAM PEMBUATAN DOKUMEN UNTUK MENGUNDANG TENAGA KERJA ASING
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BAB 54 MAJKAN DALAM MENGUNDANG TENAGA KERJA ASING SESUAI DENGAN BAB 46, PASAL 1, AYAT

8 SAMPAI 11, MENGENAI PERATURAN KERJA, APABILA KEDAPATAN MELANGGAR PERATURAN

SESUAI DIBAWAH INI, MAKA DEPARTEMENT PUSAT BERHAK UNTUK TIDAK MEMBERIKAN I[JIN

DOKUMEN; BAGI YANG SUDAH MENDAPATKAN IJIN BISA DI BATALKAN:

1. APABILA TERJADI PEMOGOKAN ATAU PERBEDAAN PENDAPAT YANG BERKENAAN DENGAN
BAB 10.

2. PADA WAKTU MENCARI PEKERJA DI DALAM NEGERI, TANPA ADA ALASAN YANG KUAT DAN



JELAS MENOLAK PELAMAR YANG DITUNJUK OLEH INSTANSI DEPNAKER ATAU YANG
DATANG SENDIRI.

3. TKA MELARIKAN DIRI ATAU MENGUNAKAN PEKERJA MELEWATI BATAS JUMLAH YANG
DITENTUKAN OLEH PEMERINTAH

4. MEMAKAI TKA SECARA ILEGAL

5. MEMBERHENTIKAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI SECARA ILEGAL

6. SESUAI HASIL PEMERIKSAAN DAN KEDAPATAN, DIKARENAKAN MEMAKAI TKA
MENGAKIBATKAN PENURUNAN FASILITAS PEKERJA DALAM NEGERI.

7. TKATERSEBUT MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

8. PERNAH MENYITA ATAU MENYIMPAN PASPOR, ARC ATAU HARTA BENDA DARI TKA SECARA
ILEGAL.

9. TIDAK MEMBAYAR BIAYA YANG DIPERLUKAN SELAMA PENAMPUNGAN DAN BIAYA
PERJALANAN PEMULANGAN DARI TKA YANG TERTANGKAP.

10. PADA WAKTU MENGUNDANG TKA, UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI MEMINTA KEPADA
INSTANSI DEPNAKER.

11. MEMBERIKAN KETERANGAN ATAU DATA-DATA YANG TIDAK BENAR PADA WAKTU
PERMOHONAN PEMBUATAN DOKUMEN PEMAKAIAN TKA.

12. MENERBITKAN LOWONGAN IKLAN YANG TIDAK BENAR.

13. TIDAK MENYESUAIKAN WAKTU YANG DITENTUKAN UNTUK MELENGKAPI DOKUMEN YANG
DIMINTA.

14. MELANGGAR PERATURAN BAB 48, PASAL 2, PASAL 3, BAB 49.

15. MELANGGAR PERATURAN DEPNAKER LAINNYA YANG DITENTUKAN.

JANGKA BERLAKU PERATURAN DIATAS INI DARI BAB 3 SAMPAI DENGAN BAB 15 MULAI DARI

PERMOHONAN SAMPAI 2 TAHUN
PASAL 1 AYAT 3 KETENTUAN JUMLAH TKA, PERBANDINGAN, DITENTUKAN PENGUMUMAN DARI DEPNAKER
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MAJKAN DALAM MEMAKAI TKA SESUAI DENGAN PERATURAN BAB 46, PASAL 1, AYAT 8 SAMPAI
AYAT 10, HARUS MEMBAYAR PAJAK KEPADA LEMBAGA DEPNAKER, UNTUK MENINGKATKAN
TENAGA KERJA DALAM NEGERI, MENINGKATKAN FASILITAS PEKERJA DAN SEBAGAI DANA
OPERASIONAL.

PASAL SEBELUMNYA MENGENAI BESARNYA BIAYA TENAGA KERJA, PEMERINTAH BISA MELIHAT
KEADAAN PERKEMBANGAN EKONOMI NEGARA, PERMINTAAN BANYAKNYA TENAGA KERJA,
PERSYARATAN TENAGA KERJA, DAN BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN SERTA POKOK PEKERJAAN
AKAN DITETAPKAN PERATURAN YG BARU.

PASAL PERTAMA APABILA TENAGA KERJA TERSEBUT TIDAK MASUK KERJA DAN TIDAK ADA
MENGADAKAN HUBUNGAN DGN MAJIKAN SELAMA TIGA HARI BERTURUT-TURUT, MAJIKAN HARUS
MELAPORKAN KEPADA INSTANSI TERKAIT DAN TIDAK PERLU LAGI MEMBAYAR PAJAK TERSEBUT.
BATAS TENGGANG WAKTU YANG DI BERIKAN UNTUK PEMBAYARAN PAJAK TERSEBUT BERJARAK 30
HARI, APABILA LEWAT DARI BATAS TENGGANG WAKTU, MAKA AKAN DIKENAKAN SANKSI YANG
DIHITUNG SESUAI DENGAN WAKTU KETERLAMBATANNYA.

APABILA SUDAH MELEWATI BATAS WAKTU YANG SUDAH DITENTUKAN LEBIH DARI 30 HARI DAN
MASIH BELUM MEMBAYAR, LEMBAGA DEPNAKER PUSAT AKAN MEMBATALKAN [JIN KERJA DAN
MENGADAKAN PEMAKSAAN UNTUK PEMBAYARAN.

JUMLAH DARI PAJAK YANG HARUS DIBAYARKAN, PENYIMPANAN DAN PENGGUNAANNYA DIATUR
OLEH LEMBAGA DEPNAKER PUSAT.

BALAI TENAGA KERJA HARUS SETIAP SAAT HARUS MENGUMUMKAN DI INTERNET PEMAKAIAN
BIAYA TENAGA KERJA DAN CATATAN RAPAT YG BERHUBUNGAN DGN BIAYA INI.
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MAJKAN TIDAK BOLEH MEMAKAI TKA SESUAI DENGAN YANG TERCANTUM DI BAWAH INI:
TIDAK MENDAPAT [JIN, DIBATALKAN ATAU MEMAKAI TKA DARI MAJIKAN LAIN.
MEMPERKERJAKAN TKA KE MAJIKAN LAIN.

MEMPERKERJAKAN TKA KE TEMPAT YANG TIDAK SESUAI DENGAN I[JIN.

TANPA [JIN, MEMPERKERJAKAN TKA SESUAI DENGAN BAB 46, PASAL 1, AYAT 8 SAMPAI AYAT
10, KE TEMPAT KERJA YANG LAIN.

TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN
MELAPORKAN KE DEPARTEMENT TERKAIT.

KARENA MEMAKAI TKA DAN MENGAKIBATKAN PEKERJA DALAM NEGERI DIBERHENTIKAN.
MENGANIAYA DAN MENGANCAM TKA ATAU TINDAKAN KEKERASAN LAINNYA.

MENAHAN, MENY ITA PASPOR, ARC DAN HARTA BENDA DARI TKA

MELANGGAR PERATURAN HUKUM LAINNYA YANG DITENTUKAN.
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MAJIKAN DALAM MEMAKAI TKA, APABILA MELANGGAR KETENTUAN DI BAWAH INI , MAKA I1JIN

KERJA DARI TKA TERSEBUT AKAN DICABUT:

1. MEMPERKERJAKAN TKA KE MAJKAN LAIN.

2. MEMPERKERJAKAN TKA KE TEMPAT YANG TIDAK SESUAI DENGAN IJIN

3. TIDAK MASUK KERJA DAN TIDAK ADA HUBUNGAN SELAMA TIGA HARI BERTURUT-TURUT
ATAU PEMUTUSAN KONTRAK KERJA.

4. MENOLAK UNTUK MENGADAKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN, MEMBERIKAN KETERANGAN
PALSU, HASIL PEMERIKSAAN TIDAK LEWAT, KESEHATAN TUBUH DAN JWA TIDAK BAIK
ATAU TERDAPAT PENYAKIT MENULAR.

5. MELANGGAR PERATURAN HUKUM BAB 48, PASAL 2, PASAL 3, PASAL 49.

MELANGGAR PERATURAN HUKUM YANG TELAH DITENTUKAN OLEH PEMERINTAH TAIWAN.

7. TIDAK BOLEH MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DAN TIDAK JELAS
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